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ABSTRAK 
Kabupaten Morowali adalah kabupaten yang memiliki sumberdaya alam 
yang amat kaya, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat 
diperbaharui. Sejak berdirinya Kabupaten tersebut, tidak sedikit perusahaan 
pertambangan yang masuk dan melakukan ekplorasi serta eksploitasi terhadap 
kekayaan alam khususnya di bidang pertambangan. Hal ini mendatangkan 
suatu fenomena dimana sampai saat ini pemerintah daerah belum 
memfasilitasi pengelolaan sumberdaya alam dengan sebuah aturan khusus 
yaitu perda sehingga perlindungan hukum terhadap lingkungan terkesan 
terabaikan padahal dinamika hukum di era ke kinian menyatakan bahwa 
subjek hukum bukan hanya terfokus pada manusia dan badan hukum namun 
Lingkungan juga merupakan Subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
bagi kelangsungan hidup manusia saat ini dan masa yang akan datang. 
 
Kata Kunci: Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hukum internasional memainkan peran 
penting dalam masyarakat internasional. 
Melalui hukum internasional negara-negara 
merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan 
kerja sama diberbagai kegiatan untuk 
mencapai tujuan bersama. Masyarakat 
internasional tuduk pada hukum internasional 
sebagai suatu tertib hukum yang mengikat 
secara koordinatif untuk memelihara dan 
mengatur berbagai kepentingan bersama
1
. 
Globalisasi yang mewarnai sistem 
internasional saat ini telah pula menciptakan 
interaksi yang intensif antara indonesia dengan 
masyarakat internasional bukan hanya antara 
pemerintah tetapi juga antara indifidu. Dengan 
fenomena ini maka cepat atau lambat hukum 
indonesia disemua lini harus bersentuhan 
dengan perjanjian iternasional dan akan 
semakin menipis anggapan bahwa hukum 
                                                          
1
T. May Rudi, Hukum Internasional 1,Refika 
Aditama, Bandung, 2002, hlm. 2. 
perjanjian iternasional hanya milik diplomat 
saja
2
. 
 Melalui hukum internasional yang 
dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian, 
negara-negara menggabungkan upaya untuk 
menangani berbagai macam permasalahan 
yang dihadapi oleh masyarakat internasional. 
Terlebih lagi diera global saat ini dimana batas 
fisik seolah tidak ada. Kepentingan dan 
permasalahan yang di hadapi oleh satu negara 
akan bersinggungan dengan negara lain, 
seperti masalah perdagangan Internasional, 
terorisme, perlucutan senjata, hak asasi 
manusia, sampai pada permasalahan 
lingkungan hidup
3
.  
Lingkungan hidup merupakan kesatuan 
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 
dan mahluk hidup termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
                                                          
2
Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian 
Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, 
Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3. 
3
Hikmahanto Juwana, Hukum iternasional 
dalam Prespektif Indonesia sebagai Negara 
Berkembang,Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 25.  
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lain
4
. Lingkungan hidup sumberdaya alam 
baik secara global, regional maupun nasional 
dalam sejarah peradaban manusia telah 
memberikan dua makna positif dan negatif 
bagi manusia. Di satu sisi, makna positif yang 
dirasakan, meningkatnya pendapatan negara 
sebagai penguasa sumber daya alam, untuk 
kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup 
manusia, sedangkan makna negatifnya dapat 
menimbulkan bencana, pencemaran, dan 
kerusakan lingkungan akibat pengelolaan 
sumberdaya alam.  
Pertambangan merupakan industri tertua 
kedua di dunia setelah pertanian. Proyek–
proyek industri pertambangan diharapkan 
dapat menjadi kutub pertumbuhan ekonomi 
bagi negara dan daerah sekitarnya seperti di 
Indonesia. Indonesia merupakan negara yang 
kaya akan sumberdaya alamnya dan sebagai 
negara yang dikenal sebagai sebuah negara 
yang memiliki hutan tropik terluas ketiga di 
dunia, dengan ekosistem yang beragam
5
. 
sehingga dapat menarik investor dari dalam 
maupun luar negeri, misalnya Kabupaten 
Morowali sebagai salah satu kabupaten yang 
ada di Propinsi Sulawesi Tengah yang 
memiliki beragam macam sumberdaya alam 
diantaranya, pertambangan minyak bumi, 
nikel, choromite, biji besi, dan batu bara. Saat 
ini tercatat sekitar 149 perusahaan di 
Kabupaten Morowali baik Penanaman Modal 
Asing maupun Penanaman Modal Dalam 
Negeri
6
.  
Banyaknya perusahaan pertambangan 
yang ada di Kabupaten Morowali saat ini 
karena sangat mudah bagi perusahaan 
pertambangan tersebut untuk mendapatkan 
lahan tambang dan melakukan kegiatan 
pertambangan. Pemerintah kurang 
memperhatikan kasus–kasus perusahaan 
pertambangan sebelumnya yang pernah terjadi 
baik di luar maupun dalam negeri, seperti 
                                                          
4
Pasal 1 Undag-Undang No 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
5
Agenda 21 Indonesia, Stategi Nasional Untuk 
Pembangunan Berkelanjutan. Kator Menteri Negara 
Lingkungan Hidup. Juli, 1996. hlm, 13-1. 
6
http://esdm,sulteng.go.id, 06 Maret, jam 09.49, 
2012.  
perusahaan pertambangan Omai di Guyana 
yang mengambil semua emas dan membuang 
limbah ke sungai terbesar di Guyana yang 
mengakibatkan kerusakan lingkungan dan 
perusahaan tambang PT.Newmont yang 
melakukan kegiatan di Indonesia yang 
melakukan pembuangan limbah beracun ke 
Teluk Buyat sehingga perusahaan tersebut 
dilaporkan ke Mahkamah Internasional
7
. 
Di Kabupaten Morowali sendiri 
ditemukan empat perusahaan yang 
bermasalah, seperti PT. Gemba Multi Mineral, 
PT. Mulia Pasific Resources, PT. Sinosteel 
Indonesia Mining dan PT. Hoffmen 
International, dimana masing–masing 
perusahaan PT. Gemba Multi Mineral dan PT. 
Mulia Pasific Resources, tidak memiliki izin 
pembuangan limbah ke badan sungai dan 
perusahaan tidak menyampaikan laporan 
rencana pengelolaan lingkungan dan laporan 
pemantauan lingkungan, sementara PT. 
Sinosteel Indonesia diketemukan tidak 
memiliki dokumen lingkungan, tidak 
melakukan kegiatan pemantauan mutu 
lingkungan, tidak memiliki izin pembuangan 
limbah tambang, dan PT. Hoffmen 
International, melakukan penimbunan pantai 
tanpa menyisahkan jalur hijau pada garis 
pantai
8
.  
Proyek pertambangan di Kabupaten 
Morowali menimbulkan masalah lingkungan 
hidup yang beragam, perusahaan 
pertambangan karena sifat kegiatannya pada 
dasarnya selalu menimbulkan perubahan pada 
alam lingkungannya dan selalu diasosiasikan 
dengan kegiatan menggali, mengeruk, 
mengupas dan membongkar sehingga kata 
yang tepat untuk melukiskan setiap kegiatan 
pertambangan ialah tiada usaha pertambangan 
                                                          
7
http://umartambang.blokspot.com, 06 Maret, 
jam 10.27, 2012.  
8
BLHD Provinsi Sulawesi Tengah, Laporan 
Pengawasan tentang Penataan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan 
Bijih Nikel PT.Gemba Multi Mineral Di Desa Malores 
Kecamatan Petasia Timur, PT.Mulia Pasific Resources 
Di Desa Bahouwe Kecamatan Petasia, PT.Sinosteel 
Indonesia Mining Di Desa Malores Kecamatan Petasia 
Timur dan PT.Hoffmen International Di Desa Ganda-
ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013 
 
3 
 
tanpa resiko pengubahan terhadap 
lingkungan
9
.  
Selain itu masalah lingkungan yang 
mendasar dapat timbul karena sifat dan 
bentuknya. Pertama, usaha pertambangan 
dalam waktu yang relatif singkat dapat 
mengubah bentuk topografi dan keadaan muka 
tanah (land impact), sehingga dapat mengubah 
keseimbangan sistem ekologi bagi daerah 
sekitarnya. Kedua, usaha pertambangan dapat 
menimbulkan berbagai macam gangguan 
antara lain; pencemaran akibat debu dan asap 
yang mengotori udara dan zat-zat beracun. 
Gangguan juga berupa suara bising dari 
berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif 
(bahan peledak) dan dapat menimbulkan tanah 
longsor, ledakan tambang, keruntuhan 
tambang dan gempa
10
. Karena itu, perubahan 
derastis beberapa unsur lingkungan hidup 
yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, 
organisasi-organisasi bisnis publik dan prifat, 
serta negara-negara,belakangan ini menjadi 
perhatian umat manusia serta menimbulkan 
reaksi keras kelompok tertentu
11
.  
 Permasalahan lingkungan hidup, telah 
menjadi isu global yang menjadi perdebatan 
negara-negara di dunia. Kesadaran global akan 
perlunya kebersamaan masyarakat dunia untuk 
menyelamatkan planet bumi dan mahluk hidup 
yang berada di dalamnya semakin menguat 
dan kongkrit dengan dibentuknya badan atau 
lembaga oleh PBB khusus untuk lingkungan 
hidup yaitu, United Nation Enfironmental 
Programme (UNEP). Selain lembaga yang 
dibentuk khusus untuk lingkungan hidup, 
masyarakat internasional juga selalu 
merumuskan konferensi-konferensi baru 
sehingga dapat menjangkau permasalahan 
yang belum tersentuh dalam konferensi 
sebelumnya. Berikut beberapa konferensi dan 
perjanjian internasional yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup diantaranya: Konferensi 
Stockholm, 5 Juni 1972 di Swedia, Konferensi 
Nairobi, 1982 di Kenya, Konferensi Bumi di 
                                                          
9
Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, 
Jogjakarta, 2004, hlm.96. 
10
Ibid. hlm, 117. 
11
Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan 
Internasional Perspektif Bisnis Internasional, Refika 
Aditama, Bandung, 2003. hlm. 3. 
Rio de Jeneiro, 3-14 Juni 1992 di Brasil, 
Konferensi Pembangunan Berkelanjutan, 
Tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan 
dan Konferensi Basel, Rotterdam dan 
Stockholm 22-24 Februari 2010 di Bali, 
Repoblik Indonesia. 
Melihat perkembangan global saat ini, 
perkembangan hukum lingkungan tidak dapat 
dipisahkan dari gerakan sedunia untuk 
memberikan perhatian lebih besar kepada 
lingkungan hidup, mengingat kenyataan 
bahwa lingkungan hidup telah menjadi 
masalah yang perlu ditanggulangi bersama 
demi kelangsungan hidup di dunia ini
12
.  
B. Rumusan Masalah 
Sebagaimana uraian yang dikemukakan 
di atas, maka penulis mengemukakan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan perlindungan 
hukum lingkungan hidup di kawasan 
pertambangan di Kabupaten Morowali? 
2. Bagaimana ketentuan Lingkungan Hidup 
Internasional atas kegiatan pertambangan di 
Morowali? 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Ketentuan Perlindungan Hukum 
Terhadap Lingkungan Hidup Di 
Kawasan Pertambangan Morowali 
Kabupaten Morowali sebagai salah satu 
kabupaten pemekaran yang sebelumnya 
merupakan bagian dari Kabupaten Poso. 
Kabupaten Morowali menjadi salah satu 
daerah otonom bersama dua kabupaten lainnya 
di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 
tentang pembentukan Kabupaten Buol, 
Kabupaten Morowali.  
Morowali merupakan daerah dengan 
sejumlah potensi sumber daya alamnya yang 
menjanjikan, ini ditandai dengan 
ditandatanganinya perjanjian Kontrak Karya 
antara PT.INCO yang sekarang berganti nama 
menjadi PT.Vale Indonesia Tbk dengan 
Pemerintah Negara Indonesia khusus untuk 
wilayah Kabupaten Morowali pada tanggal 27 
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Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata 
Lingkungan, Edisi Kedelapan, Gadjah Mada University 
Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6. 
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Juli 1968 dengan luas lahan 36.635,36 ha. 
Selain itu kabupaten ini juga mencoba untuk 
bisa menjual potensi wilayahnya kepada 
investor, guna mencapai kesejahteraan baru. 
Menurut catatan resmi Kabupaten 
Morowali tahun 2010, IUP yang sudah 
mendapat hak kelola sebanyak 76 perizinan, 
dari sekitar 149 IUP yang diterbitkan
13
.  
Di Kabupaten Morowali sendiri 
sedikitnya ditemukan empat perusahaan 
pertambangan yang bermasalah yang 
melakukan kegiatan penambangan Nikel
14
. 
seperti PT. Gemba Multi Mineral, PT. Mulia 
Pasific Resources, PT. Sinosteel Indonesia 
Mining dan PT. Hoffmen International, 
dimana masing–masing perusahaan, PT. 
Gemba Multi Mineral, dan PT. Mulia Pasific 
Resources, tidak memiliki izin pembuangan 
limbah ke badan sungai dan perusahaan tidak 
menyampaikan laporan rencana pengelolaan 
lingkungan dan laporan pemantauan 
lingkungan, sementara PT. Sinosteel Indonesia 
diketemukan tidak memiliki dokumen 
lingkungan, tidak melakukan kegiatan 
pemantauan mutu lingkungan, tidak memiliki 
izin pembuangan limbah tambang, dan PT. 
Hoffmen International, melakukan 
penimbunan pantai tanpa menyisahkan jalur 
hijau pada garis pantai. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 
3 Undang – undang No 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup bahwa, setiap orang 
diperbolehkan untuk membuang limbah ke 
media lingkungan hidup dengan persaratan, 
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan 
mendapat izin dari Menteri, gubernur atau 
bupati/walikota sesuai denga kewenangannya, 
selanjutnya Pasal 36 ayat 1, setiap usaha 
dan/kegiatan yang wajib memiliki analisis 
mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan 
upaya pengelolaan lingkungan hidup atau 
                                                          
13
http://WWW.Kompasiana.com/post/type/raport
. 06 agustus, jam 10.27, 2012.  
14
Nikel, merupakan komponen alloy pada 
industri baja (up stream line) sebesar 40% dari total 
komponen dan menjadi bahan utama di industri baterai 
isi ulang (downstream line) sebesar 65% dari total 
komponen, yang mana subtitusi terhadap pengganti 
peran logam nikel belum di temukan.  
upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-
UPL), wajib memiliki izin lingkungan. dalam 
Pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap usaha 
dan/atau kegiatan yang berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki 
amdal. Kemudian Pasal 67, setiap orang 
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 
lingkungan hidup serta mengendalikan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan berkewajiban memberikan informasi 
yang terkait dengan perlindunga dan 
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, 
akurat, dan tepat waktu, dan menjaga 
keberlanjutan fungsi lingkungan hidup (Pasal 
68 huruf a dan b). Pasal 69 ayat 1 huruf a, 
menyatakan bahwa, setiap orang dilarang 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup.  
Perusahaan pertambangan pada proses 
kegiatannya yang melakukan pengupasan 
permukan tanah, penggalian atau 
penambangan dan reklamasi pada umumnya 
tidak saja berpotensi untuk merusak 
lingkunngan fisik, tetapi juga berpotensi untuk 
menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial 
budaya. Adapun hasil verifikasi dan finalisasi 
data lapangan pemanfaatan lokasi Kontrak 
Karya PT.Vale Indonesia Tbk, diketemukan 
Jumlah IUP yang diterbitkan Pemerintah 
Kabupaten Morowali sejak tahun 2010 sampai 
dengan 2012 adalah sebanyak 48 IUP, dengan 
rincian, Blok Bahodopi terdapat 35 IUP, Blok 
Kolonedale terdapat 13 IUP dan Saat ini 
terdapat 11 perurasahaan yang aktif 
melakukan kegiatan penambangan dalam 
lokasi Kontrak Karya PT. Vale, dengan 
rincian Blok Bahodopi, sebanyak 5 
Perusahaan, yaitu PT. Ang And Fang Brother, 
PT. Kayu Kreasi Meridian,PT. Pingxiang 
Mining Industry Group, PT. Tri Daya Jaya dan 
PT. Sulawesi Resources dan Blok Kolonedale, 
sebanyak 6 Perusahaan, yaitu PT. Bangun 
Bumi Indah, PT. Cipta Hutama Meranti, PT. 
Graha Sumber Mining Indonesia, PT. 
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Hoffmen International, PT. Sumber Permata 
Selaras dan PT. Surya Amindo Perkasa
15
. 
Kerusakan alam merupakan fenomena 
yang terjadi karena beberapa faktor namun 
yang utama adalah karena ulah dari manusia 
itu sendiri yang serakah baik dalam mengelola 
sumber daya alam maupun dalam kehidupan 
sehari-hari. Dalam Filsafat hukum dan kajian 
teori hukum, disepakati oleh para ahli dari 
kedua ilmu tersebut bahwa alam merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
manusia, sehingga tidak mengherankan jika 
subjek hukum yang diakui oleh dunia 
internasional adalah Manusia, badan hukum 
dan Lingkungan hidup.  
Adapun faktor-faktor dari penyebab 
kerusakan lingkungan hidup antara lain, 
pertama, sebagian besar akibat dari suatu 
sistem politik dan ekonomi yang korup, yang 
menganggap sumber daya alam khususnya 
hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa 
dieksploloitasi untuk kepentingan politik dan 
keuntungan pribadi. Kedua, kurang baiknya 
sistem penegakan hukum dalam pengelolaan 
lingkungan hidup saat ini memperparah 
kerusakan lingkungan, Selain itu pula 
maraknya investai dalam pengelolaan sumber 
daya alam yang hanya mencari keuntungan 
semata membuat kerusakan lingkungan makin 
parah
16
.  
Tidak dapat dipungkiri, kebijakan 
penataan ruang di daerah sering kali 
menimbulkan resistentsi dan konflik 
kepentingan, khususnya dalam kegiatan 
investasi yang penuh dengan nuansa politik. 
Akibatnya, kepentingan publik kurang 
mendapatkan porsi yang seharusnya
17
. Oleh 
sebab itulah dibutuhkan kerangka hukum yang 
sesuai dan menjadi dasar penegakan hukum 
dalam melindungi lingkungan hidup. 
                                                          
15
Laporan Hasil Verifikasi dan Finalisasi data 
lapangan Pemanfaatan Lokasi Kontrak Karya PT. Vale 
Indonesia Tbk (Eks. Inco) Kabupaten Morowali. 
16
Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan 
Mochamad, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 
Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 144.  
17
Lilin Budiati, Good Governance dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ghalia Indonesia, 
Bogor, 2012. hlm. 4. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 
(UUPPLH) mengatur permasalahan 
lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat 
penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak 
pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana 
sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, 
menyatakan definisi perusakan lingkungan 
hidup adalah “Tindakan orang yang 
menimbulkan perubahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau 
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. 
Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa 
kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan 
langsung dan/atau tidak langsung terhadap 
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 
hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam 
undang-undang ini, perbuatan yang 
menimbulkan pencemaran lingkungan 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja 
atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan 
tindak pidana yang dalam undang-undang ini 
merupakan kejahatan (Pasal 97 UUPPLH). 
Sesuai Pasal 71 ayat (1) Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib melakukan pengawasan 
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang- 
undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. sudah 
seharusnya dalam implementasinya di 
lapangan harus betul-betul dilaksanakan agar 
tidak menjadi kebiasaan bagi pengusahaan 
pertambangan dalam melakukan kegiatan. 
Berkenaan dengan hal tersebut, aktivis 
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi 
Tengah mendesak Gubernur Longky 
Djanggola melakukan moratorium aktivitas 
pertambangan di wilayah itu menyusul 
tingginya potensi dampak kerusakan 
lingkungan
18
. Pertambangan berpotensi 
                                                          
18
Manager Riset dan Kampanye Jaringan 
Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Andika, 
mengatakan laju investasi pertambangan berpotensi 
meningkatkan dampak kerusakan lingkungan dan 
konflik perebutan sumber daya alam antara pihak 
perusahaan dan masyarkaat setempat. 
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meningkatkan dampak kerusakan lingkungan 
dan konflik perebutan sumber daya alam 
antara pihak perusahaan dan masyarkaat 
setempat.  
Gubernur Sulteng telah dididesak 
mengeluarkan keputusan politik dengan 
melakukan moratorium
19
 aktifitas 
pertambangan dan mendesak pembentukan 
tim independen penyelesaian masalah agraria 
serta kajian kelayakan pertambangan, hingga 
saat ini terdapat 365 perusahaan tambang yang 
memiliki izin usaha pertambangan di Propinsi 
Sulawesi Tengah, salah satu kabupaten yang 
memiliki areal pertambangan terluas dan 
jumlah perusahaan terbanyak adalah 
Kabupaten Morowali, dengan 149 IUP. Hal 
inilah yang kemudian menurut penulis 
menjadi salah satu faktor banyaknya kasus 
lingkungan yang terjadi karena laju investasi 
di bidang pertambangan dan kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah daerah tidak sesuai 
dengan penegakan hukumnya. 
B. Implementasi Ketentuan Lingkungan 
Hidup Internasional Atas Kegiatan 
Pertambangan Di Morowali 
Hubugan internasional kontemporer 
tidak hanya memperhatikan hubungan politik 
antar negara saja tetapi juga sejumlah subjek 
lainnya seperti interdependensi ekonomi, hak 
asasi manusia, perubahan transnasional, 
organisasi internasional, rezim internasional, 
lingkungan hidup dan sebagainya. Menurut 
Anthony Giddens bahwa, globalisasi bukan 
hanya atau bahkan terutama tentang saling 
ketergantungan ekonomi, tetapi tentang 
transformasi waktu dan ruang dalam 
kehidupan kita yang tanpa sekat
20
.  
Isu lingkungan hidup pertama kali 
diangkat sebagai agenda dalam hubungan 
internasional pada tahun 1970-an. Hal itu 
ditandai dengan diselenggarakannya 
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 
1972 di Stockholm, Swedia yang 
memproklamirkan diantaranya bahwa 
Manusia adalah ciptaan sekaligus pencipta 
                                                          
19
Penundaan sementara. 
20
Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan 
Mochamad, Ibid. hlm. 12. 
lingkungannya, serta perlindungan dan 
perbaikan lingkungan hidup manusia 
merupakan masalah besar yang mempengaruhi 
kesejahteraan masyarakat dan perkembangan 
ekonomi di seluruh dunia, hal ini menjadi 
keinginan yang mendesak bangsa-bangsa 
seluruh dunia serta merupakan kewajiban dari 
semua Pemerintah. 
Sebagai negara kepulauan terbesar di 
dunia yang terdiri atas 17.000 pulau yang 
indah dan sumber daya alam yang kaya harus 
terus menghadapi tantangan dari fenomena 
alam. Tekanan yang meningkat dalam 
memenuhi tuntutan penduduk dan pengelola 
lingkungan hidup yang tidak memadai dan 
mengakibatkan kerugian bagi rakyat dan 
perekonomian negara
21
. 
Sementara itu, kebijaksanaan 
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 
menimbulkan beberapa pertanyaan “apa yang 
ingin dicapai, bagaimana dan jalan apa, 
dengan cara apa pengelolaan lingkungan 
dilaksanakan”22. Berdasarkan pertanyaan 
tersebut memacu kesadaran lingkungan di 
Indonesia yang tidak terlepas dari adanya 
pengaruh kesadaran hukum lingkungan global. 
Yang dimaksud dengan Lingkungan global 
adalah lingkungan hidup sebagai suatu 
keseluruhan yaitu wadah kehidupan yang di 
dalamnya berlangsung hubungan saling 
mempengaruhi antara makhluk hidup dengan 
lingkungan tempat tinggalnya
23
. Springer 
memandang sebagai simbol suatu kesatuan, 
dan hubungan saling ketergantungan antara 
makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya
24
. 
Dalam konteks global Kegiatan internasional 
yang beraspek lingkungan dapat 
diklasifikasikan atas kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh subjek hukum internasional 
dan subjek bukan subjek hukum internasional. 
Kegiatan demikian dapat diklasifikasikan atas: 
1. Kegiatan yang bersifat domestik, atau 
dilakukan di dalam wilayah suatu negara, 
dengan dampak terbatas terhadap 
                                                          
21
Lilin Budiati Ibit. Hlm. 10. 
22
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan 
Kebijaksanaan Lingkungan, Air langga University 
Press, Malang, 2005, hlm. 7 
23
Ida Bagus Wyasa Putra, Ibit, hlm. 55. 
24
Ibid. hlm. 55. 
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lingkungan hidup yang menjadi bagian 
wilayah negara bersangkutan. Contoh, 
kegiatan domestik yang menimbulkan 
pencemaran dan kerusakan domestik.  
2. Kegiatan yang bersifat domestik dengan 
dampak yang bersifat lintas batas negara, 
baik terhadap lingkungan hidup Negara 
tetangganya maupun yang bersifat regional 
dan global. Contoh, kegiatan domestic yang 
menimbulkan dampak lintas Negara
25
.  
Awal munculnya langkah dalam rangka 
penanganan masalah lingkungan hidup secara 
serius yang diilhami oleh Deklarasi tentang 
Lingkungan Hidup (Stockholm Declaration), 
hasil sidang/ konferensi PBB di Stockholm 
tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972, diikuti 
oleh 113 negara peserta dan puluhan peninjau. 
Hasil konferensi berupa : a, deklarasi 
tentang lingkungan hidup manusia yang terdiri 
dari Preamble dan 26 azas yang lazim disebut 
dengan Stockholm Declaration
26
. Dari ke 26 
asaz di antaranya menjelaskan bahwa, 
Prinsip1, Manusia mempunyai hak asasi 
terhadap kebebasan, kesetaraan dan kondisi-
kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu 
lingkungan berkualitas yang memungkinkan 
kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, 
dan ia memegang tanggung jawab suci untuk 
melindungi dan memperbaiki lingkungan 
untuk generasi sekarang dan mendatang. 
Sumber daya bumi yang tidak dapat diperbarui 
harus digunakan sedemikian rupa untuk 
menjaga dari bahaya kelelahan masa depan 
mereka dan untuk memastikan bahwa manfaat 
dari pekerjaan semacam itu juga dimiliki oleh 
seluruh umat manusia, prinsip 5. Lingkungan 
hidup yang semakin baik menjadi harapan 
Konferensi Stockholm ternyata tidak terwujud. 
Kerusakan lingkungan global semakin parah. 
Penipisan lapisan ozon yang berakibat 
semakin meningkatnya penitrasi sinar ultra 
violet ke bumi yang merugikan kehidupan 
manusia, pemanasan global dan perubahan 
iklim semakin nyata. 
                                                          
25
Op cit. hlm, 12. 
26
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata 
Lingkungan, Edisi Kedelapan, Gadjah Mada University 
Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 8-9. 
Menyikapi kecenderungan semakin 
menurunnya kualitas lingkungan akibat 
semakin banyaknya kasus-kasus lingkungan 
yang terjadi PBB mengadakan Konferensi 
Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada tanggal 
3-14 juni 1992 dan merupakan peringatan 20 
tahun Konferensi Stockholm 1972. Konferensi 
yang dinamakan United Nations Conference 
on Environment and Development (UNCED) 
di Rio de Janeiro untuk sama-sama bekerja 
menjadikan pembangunan berkelanjutan 
sebuah realitas
27
. 
Salah satu isu yang sangat penting yang 
menjadi dasar pembicaraan di KTT Rio adalah 
prinsip Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development). Pengertian dari 
Sustainable Development adalah 
pembangunan yang memenuhi kebutuhan 
generasi sekarang tanpa mengurangi 
kemampuan generasi yang akan datang dalam 
memenuhi kebutuhannya. 
Dari 27 prinsip Deklarasi Rio, sebagian 
dapat disebutkan dibawah ini: 
Prinsip 1, manusia berada di pusat 
perhatian untuk pembangunan berkelanjutan 
Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang 
sehat harmoni dengan alam. Dalam rangka 
mencapai pembangunan berkelanjutan, 
perlindungan lingkungan harus merupakan 
bagian integral dari proses pembangunan dan 
tidak dapat dianggap terpisah dari itu (Prinsip 
4). Prinsip 11 dan 23 menyatakan bahwa 
Negara-negara harus memberlakukan undang-
undang lingkungan yang efektif. Standar yang 
diterapkan oleh beberapa negara mungkin 
tidak sesuai dan biaya ekonomi dan sosial 
negara-negara lain, di negara berkembang 
tertentu, Lingkungan dan sumber daya alam 
dan pendudukan harus dilindungi
28
.  
Selain beberapa prinsip Deklarasi Rio 
yang dijelaskan di atas ada prinsip yang 
dikenal dalah hukum internasional untuk 
perlindungan lingkungan. Adapun Prinsip-
Prinsip hukum lingkungan internasional untuk 
perlindungan lingkungan hidup antara lain: 
1. General Prohibition to Pollute Principle, 
prinsip ini menentukan bahwa pada 
                                                          
27
Ibid. Hlm, 19 
28
Ibid. Hlm, 586-590. 
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prinsipnya suatu negara dilarang untuk 
melakukan tindakan di dalam negerinya 
sedemikian rupa sehingga menyebabkan 
terjadinya pencemaran lingkungan di 
tingkat global. 
2. The Prohibition of Abuse of Rights, prinsip 
ini menentukan bahwa negara tidak boleh 
menyalahgunakan haknya utnuk melakukan 
tindakan yang pada akhirnya dapat 
menjelaskan terjadinya kerusakan 
lingkungan secara global. 
3. The Duty to Prevent Pinciple, prinsip ini 
menentukan bahwa setiap negara 
berkewajiban untuk mencegah terjadinya 
kerusakan lingkungan dan tidak boleh 
melakukan peniaan terjadinya kerusakan 
lingkungan yang bisa berasal dari kejadian 
di dalam negerinya dan kemudian 
menyebabkan terjadinya kerusakan 
lingkungan. 
4. Intergenerational Equity Principle, prinsip 
ini diterjemahkan sebagai prinsip keadilan 
antar generasi. Prinsip ini menentukan 
bahwa generasi sekarang tidak boleh 
melakukan eksploitasi lingkungan dan 
sumber daya alam sedemikian ruapa 
sehingga generasi mendatang tidak 
memperoleh kesempatan yang sama
29
.  
Dari beberapa prinsip diatas 
menunjukkan bahwa pentingnya peran 
lingkungan dalam mempengaruhi 
kelangsungan hidup di dunia. Oleh sebap itu 
semua negara bertanggung jawab atas 
kelangsungan hidup yang baik. 
Lingkungan hidup yang baik dan sehat 
merupakan hak asasi setiap warga negara 
Indonesia sebagaimana diamaatkan dalam 
Pasal 28 H UUD 1945. Lebih konkrit 
pemikiran dasar tersebut diatur di dalam Pasal 
33 ayat (3) sebagai berikut “ Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. 
Ketentuan tersebut memberikan hak 
penguasaan kepada negara atas seluruh 
sumber daya alam Indonesia dan memberikan 
kewajiban kepada negara untuk 
                                                          
29
http://akbarkurnia.blogspot.com/2011/06/princ
iples-of-international.html, selasa, 03-07-2012. 22,45. 
menggunakannya bagi sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.  
Khususnya di Kabupaten Morowali 
mengingat bahwa kontribusi yang dapat di 
andalkan dalam menyumbang pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan adalah dari 
sumber daya alam, dapat dikatakan bahwa 
sumber daya alam mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian, dilain pihak 
keberlanjutan atas ketersediaannya sering 
diabaikan. Hal yang sama juga dijelaskan 
Glasbergen sebagaimana dikutip Santosa 
dalam buku Kebijakan Lingkungan, 
menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan 
dan lingkungan seringkali terjadi kesenjangan 
antara kondisi yang diharapkan dan hasil yang 
terjadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
permasalahaan lingkungan bukan hanya 
persoalan fisik, tetapi juga mencakup dimensi 
kepentingan subjek pelakunya
30
. 
Dari uraian diatas penulis mengamati 
Pembangunan yang dimotori oleh perusahaan 
di Kabupaten Morowali masih sangat jauh dari 
aturan yang tertera pada hukum internasional 
dan Undang-undang lingkungan hidup dalam 
hal ini UU No. 32 tahu 2009 PPLH. Betapa 
tidak Kabupaten Morowali saat ini menempati 
urutan pertama dengan jumlah perusahaan 
terbanyak di Propinsi Sulawesi Tengah dengan 
berkisar 149 IUP. 
Sebagai mana yang dikatakan oleh 
Nurmawati Dewi Bantilan bahwa 
permasalahan yang sedang terjadi saat ini 
membuat masyarakat sengsara akibat 
kerusakan yang terjadi akibat aktifitas 
penambangan tersebut,"
31
. Dalam proses 
pembangunan yang di motori oleh perusahaan 
pertambangan itu, menurut Nurmawati menuai 
beberapa masalah. Masalah awal yang timbul 
terutama pada pembebasan lahan yang 
dimiliki oleh masyarakat setempat. Selain itu 
proyek tersebut menimbulkkan dampak buruk 
pada lingkungan kondisi riil yang terjadi saat 
ini, menurut Dewi membuat masyarakat 
Morowali kecewa seperti Janji pembangunan 
pabrik PT. Vale Indonesia (eks PT. Inco) di 
                                                          
30
Lilin Budiati. Ibid. Hlm, 170. 
31
Nurmawati Dewi Bantilan, dalam sebuah 
Seminar di Gedung DPD RI Jakarta. 
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tahun 2010 yang sampai sekarang tidak 
dibangun. 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Dilihat dari substansi pengelolaan 
lingkungan, Kabupaten Morowali masih 
mengacu pada Undang-undang No 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan 
tetapi suatu persoalan yang terjadi adalah 
masalah implementasi penerapan hukum di 
daerah yang dipengaruhi oleh kepentingan 
tertentu, sistem pengambilan keputusan 
oleh pemerintah daerah yang mengacu pada 
konsep politik yang tidak demokratif serta 
pengawasan yang kurang ekstra ketat 
terhadap perusahaan. 
2. Hukum Internasional mengenai lingkungan 
hidup sebagaimana telah diatur dalam 
berbagai Konvensi dan Deklarasi yang 
telah diratifikasi dalam bentuk Peraturan 
perundang-undangan sebenarnya sudah 
cukup menjanjikan. Kegiatan 
pertambangan di kabupaten morowali 
masih jauh dari harapan hukum 
Internnasional pasalnya kerusakan 
lingkungan akibat kegiatan pertambangan 
masih terjadi. 
 
 
B. Saran 
1. Dengan mengcu pada sistem otonomi 
daerah dalam mengelola sumber daya alam, 
maka salah satu hal yang perlu dipikirkan 
dalam kaitannya dengan penegakan hukum 
lingkungan adalah transparansi, 
akuntabilitas dan kemandirian lembaga 
pemerintah yang bertanggungjawab dalam 
kegiatan pengelolaan lingkungan. Olehnya 
dibutuhkan sebuah perda lingkungan di 
wilayah Pemda Morowali dalam rangka 
Perlindungan lingkungan guna mendukung 
pembangunan berkelanjutan. 
2. Pengelolaan lingkungan hidup di daerah 
haruslah sesuai dengan Hukum 
Internasional dan UUPPLH Indonesia 
hendaknya menjadi acuan dalam segala 
bentuk pengelolaan lingkungan hidup. 
Sehingga pemerintah daerah mampu 
memanfaatkan potensi daerah secara 
maksimal untuk memberikan kesejahteraan 
pada masyarakat khususnya di daerah dan 
masyarakan nasional pada umumnya. 
Selain itu pengetahuan tentang hukum 
internasional dalam bidang lingkungan 
hidup lebih ditingkatkan sehingga 
pengelolaan lingkungan hidup di daerah 
dapat terlaksana dengan baik.  
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